"BAB IV
PERJANJIAN KREDIT PANK DENGAN JAMINAN .
FIDUCIA SUATU TINJAUAN HUKUM ISLAM

Peneragan Fiducla Dalam Islam.

Dalam pembicaraan di atas, giducia merupakan ja-
minan atas utang-piutang, ‘bukan bentuk jual beli, atau
vbentuk akad lainnya, Karena 1tu dalam pembahasan fidu-
'cia dalam Islam dikeitkan dengen ekad rohn, sebab fidu-
cia merupakan fiksi hukum deri sksd rohn, Pada. awal
pertumbuhan hukum Islam Belum dikenal dalam penerapén
jeminan ini, kecualil pada akad rohh, nsmun setelah um~"
met Islem berassimilasi dengan bangsa di luar Jazirah
Arab dan timbulnys muatahidln menghaQilkan fkksi hukum
maka Jaminan Piducis menjadi suatu- pembahssan.

. 8+ 1s Masa Pertumbuhan Hukum Islam,

Setelah Islam lahir, atursn hukum yang  berlaku
bagi mesyerskat Arab-adalah nash Al-quran dan Assunnah
adat Arab Jahiliyah menjadi pudar dari fungsinga, adat
Suda' lsgl menjedi samber hukum, hanyé adat kebiasaan
yang sesual dengan nash mesih dipertahankah.1 Pernya-~
taan ini berlaku bagi jaminan kebendsan masa Jahillyah
telah dibatalkan karena dianggap bertentangah dengan
hukum syaral'.”

1Dlrektorat Jendral Pembinean Kelembagaan Agama=-
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Telah kita ketahul bahwa nash yann menJadi dasar
ketentuan jaminan kebendaan (rohn) terdapat di dalam
Al=quran surat 2, 283, dan sabda Rasulullah, diriwayat-.
kan oleh Al-bukhari 3

Firman Allah surat 2 3 283, sebagai berikut ¢

L yrie pad L s oy S uj-‘ ru——s
(m _,....s.J\) "

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah 1~
~dak secara tunai) sedang kemu tidek memperoleh se-
orang penulls maka hendazklah ada barang tanggungan
yang dipegang. 3

A Flrman Allah inl menaadi petunjuk bagl akad rahn

yang pelaksanaannya dilskukan oleh’ Rasulullah sebagai
penjelas Al-quran, Hadits alriwdyatkan oleh Al—oukha-
~rl éari Alsyah yang menceritakan perbuatan Rasul seba-
.gai berikut : '

rJ__“,ul;mluL, wgu 'nwiutub,-wuo;
:A._...__..i'-_)j &A—ﬁ),d&‘ szldéﬁ--)u-ﬂl‘tﬁ—j’df-m'
4 ( LSJ"‘—-‘Jl 5‘))) ¢

Artinya

. Dari Aisysh ra, Naebi saw pernsh membeli makanan
dari seorang Yahudl dengen pembayaran yang ditang~
‘guhkan dan Nabi menggadaikan baju besinyz.

. 3Departemen.Agama RI, Al-quran dan Ter1emahnva,
Bumi Restu,  Jskarta, 1974, hal ~T1

4pwheri, Shahih Bukhari juz II, Derul. Fikri ,
Beirut. . hal. 152




. Ayat tersebut di atas menunjukkén, baik ketika
berada di rumah astau dalam perjalanan, hendaknya akad
hubang-piutang dituliskan. Jika terpaksa penulis ﬁidak
eda atau keadaan terburu-buru dalam perjanjian, - maké’
sebagal ganti penulis, ‘penyerahan barang ;]aminan.;5 |

, .Maksud umum dari rahn merupakan suatu hak acce- ,
‘soir dari perjanjian hutang-piutang, artlnya-“, jaminan
' merupakan perJanJian tambahan dari peraanjian hutang-pi

utang, oleh karena itu penerima jaminan hanya mempunyai -

‘hak menshan suatu jaminan sebagai amanat yang mengan -
dung nilai sallng kepercayaan, bukan sebagai pemllikan’
~atas- barang. C ’

| v I

Kata "safaf" yang dihubungkan dengan ayat  ter-
sebut hanyalah a@at-kebiasaan orangfgygyg_gréb pada u-
mumnya, di mana mereka melakukan perjanjien rahn pada
waktu bepergian.6 Akad rshn dapat dilakukan dalam wak

~ tu mukim atau dalam waktu bepergian sebagaimana  Nabl -

‘saw. sendiri pernah melakukan rahn baju besi -+ kepada
orang Yahudi di Madinah, Oleh karena itu menun jukkan
rahn dapat dilakukan baik dalam waktu mukim dan safar., =

. Akad untuk memberikan jaminan, memerlukan 1jad
dan penerimasn (gabul), skad ini menjadil sah apabila pe
nguasaan tarang jaminan diterima oleh pemberi hutang.

l-jhéha§h dalam tafsirnya mengatakan, akad
-gadal dinhukumi sebagal perjanjian yang disertai keper-

'uz;III, Yayasan Pustaka

5Hamka Tafsir Alquhar
Panjimas, Jakarfa, 19 4” ;

6sayyid Sabig, g,cit, hal. 141
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- cayaan, setelah diterima barang jaminan, jika ada kata -

kata telah digadaikan dan tldak diserahkan secara per-
buatan maka kata-kata itu hukumnya tidak sah/wa jib, 1
Hal ini dimaksudkan dengan kata * ( A~0jﬂb——db .,Qr__s )
artinya barang ggfgggjyang dipegang.

Bagi orang yang melakukan peraanjian rahn diang-
gap sah bila telah memenuhi syarat melakukan  tindakan
' hukum, yakni cakap melakukan akad," seperti akan “*'juaii
beli, orang dipandang cakap apabila telah baligh dan =
berakal. T

Orang yang menerima Jaminan bertanggung jawab ke
pada tarang yang dljaminkan, baik nilainya maupun besar
hutang yang dijaminlkan. Penjuszlan barang jaminan oleh
f£ihak pemegang mutlek tidak dibolehken, tahker dia bi-
dak boleh menuntut penyerahen bérang jeminsn untuk dai
jual, sekalipun untuk membayar hutang kepada penerima
barang jaminan.

Dengan persetujhan.kedua belah fihak, transfer

(pemindahan) penguasaan barang jaminan dapat diserahkan
kepada fihak ketiga yang dapat dipercayai, fihak penerd
ma barang jaminan berhak menjual barang jaminan jika
waktu pelunasan sudah jatuh tempo dan hutang belum di
lunasi, -

Barang jaminan dapat menjadi petunjuk pengekuan
hutang maka penyerahan hutang tidak bisa diberikan ha-
nya dalem nubungan sekedar amsnat saja, jaminan seba-

Vv o'

TAl jashash", aﬂsih.Al-jasashu, Ahkamul Qur'an
1lil jasshoh juz, I, Darul Kitaby, Beirut, hal. 523



gal- pengamanan hutang tetap dalam kekuasaan pemberi hu-
tang selama ‘belum dilunasi hutangnya. '

Orang yang memberi Jaminan tidak mempunyai ‘hak
lagl memindahkan benda jaminan, ‘ketangan fihak lain, se- -
sungguhnya masih mempunyai hak atas manfaat, apabila se-
gala kewa jiban yang memberati benda itu menjadi ‘tang-
gungannya. Orang yang memegang jaminan, sekedar : ‘uhtuk}
mengganti ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk " maksud
tersebut, dia boleh mempergunakan manfaat benda sebatas
ongkos yang dikeluarkan. '

Sabds Rasulullsh saw s
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Artinya ' L (64&—J‘°BJ)

Dari Abu Hurzirsh, ia berkata Telah bersabda Ra -
sulullsh saw, binatang tanggungan boleh ditunggangi,
lantarsn memberl nafkeh apsbila la tergadai dan susu
boleh diminum lantaran memberi nafakahnya apabila -
tergadal dan wajib orang yang menunggang dan meminum
 memberi nefkah. 8

- Orang yang memberi jaminan mempunysi hak penuh
atas barang yang dijaminken, hanya saja selama  dalam
penjaminan hak milik terutama sehinggs ia memenuhi = hu-
tangnya, karena tldak sah orang mengatakan "jika kamu ti
dak memenuhi hutangmu make berang jaminan menjadi milik
kut, Apablla barang rusak maka pemilik barang jaminan

8Muhammad Ali Ibnu Muhammad As-syaukani, Nailul-
Authar, juz VI, Darul Fikxri, Beirut, hal., 353



dan fihak penerima tidak dapat dituntut untuk mengganti
nya, sebab bagil pemilik keuntungannya dan haginya keun-
tungannya. '

ST P @_mdl; Rz o Lh#L&tkai;&rJ‘ &—Jaay
Artinya 3 o

Dari Abu Hurairah dari nabi saw, Ia- bersabda t I

 Barang yang digadaikan tidak boleh tertutup dsri  pe-
miliknya yang menggadsikan barang itu baglnya keuntu—
ngan dan kepadanya keruglannya, 9 -

Sebagaimana sabda Rasulullah saw

Hadits ini menghapuskan praktek'jahinan kebendaan
pada masa Jahiliyah, di mana orang yang memberikan jami-
nan dan tidak dapat membayar hutangnya setelah Jauh tem-
. POy benda Jaminan menjadi milik penerima jaminan.

Jika orang yang berhutang, dalam waktu tempo ti-
dak memenuhi kewajibannya; maka hakimlah yang berhak me-
1akukan penyitaan atas barang, dan ia dapat menaualkan -
barang jaminan untuk pelunasan hutang-hutang pemilik ba-
rang. Jika penjualan itu berlebih, maka kelebihan menja
di milik pemberi jamiﬁan'dan epablla kurang, maka pembe-
ri jaminan harus melunasi., '

A, 2, Masa pembinaan.

Fase ini berkemgéng selama masa khulafaurrosyidin
Pada masa inl daerah Imlam telah semakin luas yang me-
liputi Mesir, Syiria, Iraq dan lainnya, maka timbul ba-

Ibidy hal. 354



T2

nyék persoalan hukum baru yang_béium'pernah terjadi pa-
dé mesa Nabi saw. Kaum Muslimin yang berdomisili ai’
daerah itu telah mempunyai tata cara 'dan adat istiadat
'sendiri, secara eksplisit tidak terdapat pada nash de-
ngan. cara sumber hukum’ syara' karena 1tu para -ulam !
merasa berkewajiban untuk memberikan penjelasan dan pe-
nafsiran nash dengan cara ijtihad. Mereka telah menggan
ti kedudukan Nagl sebagai tempat kembali kaum Muslimin
dalam urusan hukum, dengan demlkian kekuasaan menetap -
kan hukum di pegeng oleh para Ulema !, 10 '

Para sahatat Nabl dalam melakukah’ijéihéd tidak
melampaui masalah-mesalah yang belum -terjadi-dan tidak"

L Para sa-

memberl jawaban terhadap masalah tersebut.
ha bat berijtihad secara terbates, yakni hanya memperha-
tikan masalah yang terjadi sajas tanpa membahas masalah

. yeng bakal &erjadl atau mungkin dapat terjadi.

Adat istiadat yang berlaku di daerah di luar Ja-
zirah Aralb yang telah dikussai oleh negera Islam tidak -
terhitung sebagal dalll hukum ysng berdiri sendiri, me-
‘lainkan harus disandarken pada dalil qiyas dan ijma' .

Apabila tidak termasuk ketentuan pads nash yang shohih2

Ketentusn mnash yang shohih sebagai dasar hukum yang -
pasti diperlekukan bagl masysrakat Islam, balk bagl
orang-orang yang berada di dalam bangsa'Arab | ma upun

1oDirektorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama
"Islam, Op.cit, hall., 9

Mpror. Dr,TM.Hasbi As-shiddiqy, Pengantar Hukum
Islam I, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hal i ‘

121b1d, hal., 28
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", di luar bangsa'Arab, Oleh karena itu apabila7suatu. hu-
kum ,telah ada ketentuannya, maka adat istiadat yang ber
lawanan akan dibekukan,

Bila kita melihat uraisn di atas, maka mu'amalah
rahn diberlakuken, karena pada masa 1ni.masih'berpegang
pads teorl yang berlaku pada masaa Rasulullah saw dan
persoalan tentang jaminan fiducia belum terjadi,

A, 3. Masa Perkembangan.

. Fase ini berlangsung pada ‘masa pemerintahan Ba~

.’i ni Umnaysh dsn: Bani Abbasiyah.

Peda mase ini 1lmu fiqih"telah:mencéﬁai kema juan
yeng amat pesat, para Ulama telah giat melakukan ijti-
had dalam berbagel persoalan, diantara mereka berigti -
had dengan methodenya sendiri, tidak terikat - dengan
methode istinbath yang mendahuluinya., Mereka dikenal de
" ngan Imam mujtahid, sebadb umuﬁnya masing-maasing "madze .
hab memilikl ciri khas sendiri, berbeda pendapat' .dalam
cara penggalian hukum, namun: perbedaan ini terbatas pa-
da masalah furu' stau masalah keduniaan saja.13

. Pada masa ini bshasan ilmu figih tidak - terbaﬁas
pada peristiwa yang sedang terjadl, tetepl juge menca =
kup persoalan yang belum ataa‘andaian yang akan terjadi%

Dalam menghadapi.peristiwa yang sedang terjadi
khususnys di dalsm bldang mu'amalah, tentang bentuk =
. bentuk skad, syaritat Islam terpaksa menerima praktek

15pirektorat Jendral Pembinaen Agema Islanm,0p.cit
hal. 10

141pid, hal.
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adat kebiasaan,_teori hukum Islam banyék dipengaruhi -
Qleh adat kebiasaan meskipun berbeda tempat dan waktu _
nya, Hal ini disebabkan teori hukum yang idesl pada

“awal Banl Abbasiyah kurang mampu memacu kebutuhan ma-
syarakat yang mengalami perubahan yang terus menerus 15

o - Hukum perjanjian banyak dipengaruhi - aleh hukﬁm
) adat yang ‘disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan kelem-
bagaan yang bersumber dari syari'sh, tetapi banyak me-~
lakukan penyesuaian dan pemahaman tenhadap prinsip sya-
) 1'ah yang ada.

Misal, mengembangkan konsep jual beli benda tak
bergerak dengan hak membeli kembali (Bay'ul wafa'),tu-
juan jual bell inl dimaksudkan untuk menghindarkan ter-
Jadinya penyerahan hak milik atas tanah - -yang ‘tidak da -
pat ditarik kemball tetapl sebeenarnya tidak d;benarkan
' menurut konsep hukum Islam, baik sebagaiijaminan atau
jual beli.® | -

Ijtihad tersebut dilakukan oleh para mujtahid da-
lam menghadapi persoalan hulkum di dalam masyarakat, de-
mikian pula dipergunakan suftaja dan hawala sebagai per
tukaran surat berharga, !

Para mujtahid jugs membahas masalah-masaleh an-
daian (fiksi hukum) dan andaian hukum yang akan terjadi

15Joseph.§.chacht, Pengantar Hukum Islam, terje -
mahan Drs.Moh.Sald MA, dkk, Depag, RI, 1985, hal, 102

161414, hal. 103

Y1pia, hel



di kemudlan hari, maksudnya andaian terhadap pokok ke-
terangan Jukum yang lain dibuat secara formal ada kebe-
narannys, tetapi secara material kosong belaka.18Kajian
hukum dalam masalah andaian menjadi obyek fiqih'iftlra-
dhi, pertumbuhannya disponsori oleh madzhab Hanafi.12‘

Ulama Hanafi banyak menggunakan fiksi hukum, di-
.maksudkan untuk menciptakan oerangkat hukum yang 1ebih
positif,zo yang selanjutnya digunakan sebagai persiapan
bagi landaaar hukum bagl keperluan barn dalam _ praktek
kehidupan bagi masyarakat,

Misalnya, ‘Rahn merupakan jaminan kebendaan atas
hutang piutang dengan menyerahkan hak atas suatu barang
itu untuk menahan barang sebagai kepercayaan kepada -
murtahin, namun Ulama Hanafi menyatakan H dapat tetap -
nya barang jaminan dalam kekuasaan rohin (fuhak yang
menjaminkan) dengan jalan sebagai penitipan ( ariyah )
'atau pinjaman.?‘1

Dalam konsep hukum Islam,'kelangsqngan penguasé-
an barang jaminan menjadi syarat bagi akad rahn, bila
barang jaminan pindah kepada rahinatas usaha . murtahin
/rahin, maka akad rahf: telah batal, namun praktek ini
diperkenankan oleh Ulama Hanafiyah sebagail fiksi hukum
~dengan demikian praktgk‘jaminan fiducia telah dibahas -
oleh Ulama Hanafiyah sebagai fiksi hukum,

Sobhi Mahmasani, Filsafat Hukum Dalam Islam,
Alih bahasa Ahmad Sujono SH, Al-maarif, Bandung, 1981,
hal, 178 -

19Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agam
Islam, Loc.cit.

2oJoseph Schacht, Op.cit hal. 105

il

Prof.TM.Hasbdi. Asy-syiddmeqy,HukumlHukum Fi gl
Islam, flal. 419

18
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Adapun tentang pembagian fiksi hukum dapat di
bagl menjadi dua macam, yaitu : | ‘

Pertama, fiksl hukum yang diperbolehkan lalah fiksl hu-
kum yang berlaku atas perkara tertentu, dan dipergunakan
buat buat hal yang baru untuk menetapkan kebenaran atau
menghilangkan keamaran atau untuk memudahkan karena do-
rdngan kepentingan yang mendesak.

Kedua, fiksi yang masih diperselisihkan diantara Ulama
fikih, yaltu fiksi terhadap ketentusn hukum yang lain ,
. dengan perbuatan yang secara formal ada benarnya . tetapi
secara materiél\kosong belaka, o - '

Ulama Hanafiyah dan setagalan Syafiiyéh v telah
‘mempermudahkan sekali fiksi hukum yang kedua ini, Imam
Malik ‘dan Imam Hambali, juga pengikutnyafmelarang semua
fikesi hukum semacam ini. '

' Ibnu Qoyyim dalam membahas fiksi hukum secara pan
jang lebar dan disertal contoh-contohnya, beliau membagi
fiksi hukum dalam dua macam, yakni fiksi hukum hendaknya
~ berdasarkan atas kaldah dari syara‘, yaitu segala aturan
hukum yang disandarken pada prinsip kemaslahatan,, jika
pembuat hukum berdasarkan atas kemaslahatan dan melawan

tujuan tersebut berarti membuat kemafsadatan, yakni
menghindarkan jiwa syari'at sendiri dan meninggalkan lo-
-glka syari'at adalah terlarahg.za Misal syuf'ah oleh
syari'ah dimaksudkan untuk menghindarkan madlarat., Maka
kalau fiksi hukum dimaksudkan untuk menghindarkan suf'ah

2235bhi Muhammad, Op.cit, hal. 181
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itu yang akhirﬁya mendatangkan légi madlarat.
- 4.. Asal muls timbulnya fiducia.

, , Uraian 1n1 dimaksudkan untuk menjelaskan latar
belakang timbulnya fiducia menurut ilmu hukum 'positip
agar diketahui fiksi hukcum dalam hukum positip dan per.
1sesuaiannya dengan hukum Islam,

Asal mula timbulnya fiducia dari negara Romawi.
di mana orang-orang Romawi mengenal dua bentuk jaminan
yakni fiducla cum creditore dan fiducia cum amico, ke
Aduanya disebut pactum fiduciare adalah penyerahan hak
atau in icue cessio. 23 Perjanjian ini oleh orang-orang
Romawl dipakail . sebagai bentuk penaaminan atas faitang pi-

o

.utang. .

Bentuk pertama, fiducia cum creditore peminjam
uang menyerahkan suatu benda kepada pemberi pimjaman -
untuk dimiliki, kreditur setagai pemilik berkewajiban
mengembalikan barang Jaminan, jika debitur telah meme-
buhi kewa jibannya, 24 . praktek semacam ini di dalam
hukum Islam dikenal dengan istilah bay'ul wafa',

Bentuk semacam 1ni telah men;adi adat istiadat-
bagi orang Romawi dipakail sebagai jaminan atas hutang
plutang, tetapi yang dipakai aebagai akad adalah jual .
beli dengan syarat hak membeli kembali. Hal ini dimak-

a 23Oey Hoey Tiong SH, Fiducia Sebagai Jaminan Un-
Sur-unsur perikatan, Ghalia Indah, . Jakarta, 1984, hal 35

24114, hal,
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sudkan untuk mengambil manfaat dari tarang jaminan, se-
bagal pemilik tidak depat mengalihken barang kepada fi-
hak lain, Bila hutang tidak dllunasi, maka konsekumnsi-
nya barang jaminan menJadl miliknya. ' '

Bentuk kedus adalah Cum.Amico, ai mana éebfahg_
menyerahkan keﬁmnangan kepada fihak lain, atau men&é;
rahkan benda kepada fihak lain intuk diurus;2? |

Kewenangan pertama yaitu'kepercayaan - yang di
berikan kepada seseorang sebagal wakil atas?suatu'pres-
tasi dari skad tertentu, fungsi wakil mempunyai kekuasa
an untuk melaksanakan yang diwakilkan,

, Kewenangan kedua merupakan kepercayaan atas su-
atu bends sebagal penitipan atau fariyah,

Kasus fiducia cum creditore penerapannya terde-
sak setelah undang-undang hukum perdata dlkod1f1k351kan
yaitu setelah jaminan gadai dan hipotek diterdpkan pada
negara-negara Eropa, karena fiducia ini mempunyal bebe-
rapa kelemahan terutama jilka dilihat dari'kedudukan se-
bagal pemilik benda atas jaminan dan syarat hak membell
'kembali, hanyaiah mempunyail kekuatan moral, yang tidak
mempunyai kekuztan hukum sehingga bila terjadi'kredit-
ur ingkar janji maka debitur Ptidak dapat mengadakan tun
tutan,

Gadai dan hipotek merupakan jaminan kebendsan -
yang dianggap sesuail péaa saat itu sebab keduanya dia-
tur secara formil dalam suatu perundang-undangan sehing
ga dapst menjamin kepastian hukum. Terutama hak-hak ba-

251pia, hal
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' gl kreditur dan debitur'diafur dengan prinsip keadilan- .

Namun pada abad pertengahan sampai akhir abad sem
bilan belas terjadi kresis ekonomi di seluruh dunia, ka
rena telah terjadi perang duania pertama2®keadaan ekono-
mi saat itu kacau balau sehingga lembaga gadai dan hipo
tik tidak dapat memacu perkembangan ekonomi saat itu, ma
ka salah satu bentuk yang dilakukan bagi pengusaha~pengu
saha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir
menggunakan bentuk akad jual-beli dengan hak membeli kem
bali 27

Bagi bangsa Belanda dalam mengatasi kresis terse
but dengan mengadakan perjanjian jual-beli dengan syérat,
hak membeli kembali, yang ekhirnya dipakai sebagai ben-
tuk penyerahan hak milik atas kepercayaan.

Bagl masyarakat Indonesia cara mengatasi krisis -
tefsebut dibuat peraturan tentang ikatan panen atau "Oog
verband" (S, 1885 no. 57), yaitu jaminan untuk peminjam-
an uang yang diberikan atas panen yang askan diperoleh da -
ri suatu perkebunan.28 K

Kemudian tercetuslah di negara Belarida suatu ben
tuk lembaga baru yang dikenal dengan istilah Fiducia,lem
baga ini berasal dari penemuan hakiu bardasarkan Yuris -
prodensl di negara Belanda 25 Januari 1929, sedang kepu
tusan ini diikuti pula di Indonesia, Arrest Hoogerecht -

shaf 18 Agustus 1932.29'

26Dr.Ny.Sri Soedewl Masjchun Sofwan,SH. Beberapa-
Masalah Pelaksanan Lembaga Jaminan Khususnva Fiducia di
dalam Praktek dan Pelaksanaannva di Indonesi y Fak,Hukum
UGM, Bulak Sumur, Yogjakarta, 1977, hal. 73

271bid,
28Prof.R. Subskti,SH, Jaminan-Jamian Untuk Pembe-

ian Kredit Menurut Hukum Indonesia,Alumni,Bandung,hal,.?79
'29Prof.Dr. Mariam Darus Badrulzaman,SH., Bab- Bab

Tentang Oreditverband Gadai Dan Fiducia, Alumni, Bandung

. 1987, hal. 93-95. .
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A. 5. Hubungan hukum Islam dan hukum Romawi.

Telah diursikan di atas, bahwa peribde‘perundang
‘undangan yang pertama di dalam Islam ialah Al- qur 'an
dan Assunnah pada saat ini kehidupan secara Islami, be-
lum meliputi semua jazirah Arab dan belum bercampur de-
ngan kebudayaan di luar jazirah Arab. Disamping = 1itu
usaha bangsa laln seperti bangsa Romawl untuk memerangi
bangsa Arab sejak dahulu selalu memenuhi kegagalan,

Akan tetapi pada ssaat meluasnya kemenangan Is-
lam di menz ummat Islam berkussa di beEePqu negeri Sang
semula tunduk kepada kekuasaan Romawil, seperti Mesir »
syiria dan neggra lainnya, maka ulama Islam mengharap =
kan adat kebiasaan negeri tersebut diselesalkan dengan
syariat Islam.

Jika adat keblasaan itu sesual dengan nash sya-
,raf dalam tujvuan, prinsip-prinsip dan hikmahnya, maka
mereka menggunskan 1jtihad dengsn cara ijma', istihksan
atau maslanah ﬁursalah, sedang adat kebiasaan yang nya-
ta—nyata,bertentangan?dengan hukum syara! dibekukan,

Adat kebiasaan inl bukan murni dari suatu negeri
tertentu (Romawi), melainkan suatu adat kebiasaan yang
sudah mendarah daging sejak dahulu kala, yang berkem~
bang di sekitar laut hitam.30 Bangsa Romawl sendiri su-
dah kemasukan pengaruh adat kebiasaan ini di dalam hu-
kumnya, Yaitu yang disebut dengan "jus gentum", untuk
membedakan dari hukum Romawli asli "jus civile“.31

30sobhi Mahmasani, Op.cit, hal. 209
31Ipid, hal. 210
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Dengan demiklan hukum Islam mengakui sebégian

pengaruh dari hukum adat yang tunduk kepada kekuasaan -
Islam, v

Hal ini dapat dibenarkan karena suatu bangsa se-

lalu mengadakan tukar menukar kebudayaan, pengetahuan -

dan adat kebiassan, hubungan tradisi antara bangsa sa-

tu dengan lainnya mempunyal pengaruh yang sangat besar
perkemhangan dan kemajuan. :

Contoh, adat kebiasaan penduduk Balach menjédi
motif bagl bolehnya akad bay'ul wafa' menurut -madzhab
Hanafi, hal ini juga ditemukan pada kebiasaan orang Ro-
mawl tentang penjaminan atas hutang piutang, Ini bukan
berarti bangsa yang satu mengambil konsep hukum .= yang
lainnya namun sudah menjadi kebiasaan bagi semus bangsa
secara umum atau boleh jadi karens mempunyai pandangan
yang bersamaan.

Sebagaimana praktek fiducia merupakan pengemba -
ngan lebih lanjut dari sked bay'ul wafa' adalah suatu
bentuk jaminan kebendaan yang telah diadakan pembahasan
oleh ulama Islam secara fiksi, sedang penerapannya baru
~timbul ketika setelah perang dunia pertama, karena lem-
baga jaminan yang telah ada kurang memacu kebutvhan ke-
hldupan masyarakat.

Cleh karena itu lembaga fiducia di dalam klasifi
kasi hukum Islam dapat digolongkan pada bentuk tersen -
diri, bukan bentuk jaminen rahn, karena unsur-unsur mng
terdapat pada fiducia, utamanya pada penahanan suatu
barang jaminan tidak terdapat.

©4B. Analisa jaminan fiducia menurut Islam.
1. Analisa tentang perjanjian kredit.
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Telah dapat diketahul bahwa sahnya suatu perjanji /i
an  tergantung dari syarat-syarat yang ditetapkan dalam o
perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan garis -~
yang ditentukan syara'.

Ada pun formalitas syarat perjanjian yang dapat -
dibenarkan oleh syara', tercantum pada pasal 1320 KUHPer
data, yaltu sebagai berikut :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan membuat suatu perikatan

¢. Suatu haluitertentu '

d. Suatu sebab yang halal.>t

Darl syarat-syarat tersebut diatas, maka akan di-
bahas sebagai berikut : '

Ad. a. Kata sepakat

Menurut istilah fuqoha', arti kata sepakat sebagai
berikut : '

Cada stk e gy e iz ot b5,

‘Artinya : o
"Perikatan antara ijab dan gqabul (serah-terima)me

nurut yang disyari'atkan oleh agama, nampak bekasnya pa-
da yang diakatkam ,-° '

Perkataaﬁ'"ijab" adalah permulaan penjelasan yang
keluar dari salah satu yang berakad, buat menggambarkan-
iradatnya, sedang "gabul" i¥alah pernyataan yang keluar
~dari fihak lain setelah Jjab » buat menerangkan persetu-
Juannya, ’

Adapun bentuk perjanjian itu sendiri para Ulama'-

~ 3lprof.R, Subelkti,SH.,R. TJitrosudibya,SH., Ki tab
Undang-undang Hukum Perdata,Pradnya Paramita, Jakarta th
1982, hal. 305, '

2pros, Dr, Hasbli Ash-shiddieqy, Pengantar Figh -
Mu'amalah, Bulan Bintang, Jakarta, 197i, hai. 21
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berbeda pendapab, sebagaimana giuraikan oleh Dr, H, Ham-
zah Ya'cub .33

Pertama akad tldak sah kecuali dengan sighat, ya-
itu, suatu lafadz yang dlucapkan oleh kedua belah fihak
orang yang terhalang melakukan sighat, misal orang bisu
‘dapat dilakukakan tanpa sighat, orang yang terhalang lan
taran jarak jauh dapat melakukan akad secara ‘tertulis ,
Prlnsip ini dlpegangl 0leh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad,

- Kedua, Akad itu sah dilakukan dengan _ perbuatan—
”bagl suatu akad yang dapat dilakukan dengan perbuatan,se
bagaimana praktek Nabi saw., pendapat ini dlpegangi 0leh
Abu Hani fah, madzhab Ahmad dan Asy-syafl'l.

, Ketiga, Setiap akad dapat dilakukan dengan bentuk
apa saja yang dapat menunjukkan maksud akad, asal tidak-
bertentangan dengan hukum Syara's Jadi bebas menggunakan
~bentuk apa saja menurut kesepakatan masihg-masing fihak
pPrinsip ini dipegangi oleh Imam Malik dan Imam Ahmad.,

| Dengan memperhatikan uraian diatas dapat dikata-
kan bahwa setiap orang bebas membuat akad bentuk apa sa
Ja asal dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah fihak
Yang lahir dari jiwa saling rela-merelai dan akad itu ti
dak berpentangan dengan syara' maka dapat dinenarkan.

Prinsip saling-merelai- dalam akad telah diajarkan.
di dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 29; berbunyi :

bl L (S (It LIS Y haal oy 31 L,
( ve ¢ * Lol ) o S s e Bl 055 ot VI

53D, H. Hamzah Ya'cub, Kode Etik Dagang Memurut-
Islam, CV. Diponegoro, Bandung, 1984, hal. 72-73
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‘Artinya : ‘
"Hal orang-orang yang beriman, janganlah’ kamu sa-

ling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
. suka sama suka di antaramu. 34 ,

Di dalam masalah Shadaqah, Al-qur an surat An-nisa’

ayat 4, mengajarkan:

Py, ol o,JS_JL.._i...a.‘_.U.'_.._,:.‘S.Ju_..L )

Artlnya ': )
"Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagi
an maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah -

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang se

dap lagi baik - aklbatnya. 35 )
Di dalam praktek BRI, tentang perjanjlan kredit -

pemohon datang pada bank untuk meminta kredit, setelahwa

wancara singkat bank memberi keputusan atas perlu tidak
nya pemohon dibantu, jika diterima, maka nasabah diharus
kan memenuhi .persyaratan., Jika ditolak maka akan diberi
penjelasan atas penolekannya.

Langkah selanjutnya, bank menyediakan blanko per-
‘Janjian, isinya telah ditetapkan lebih dahulu, bank me -
nyodorkan kepada pemohon guna mempertimbangkan syarat-sa
rat peraannian. Jika pemohon menerima syarat-syarat itu
maka pemohon tinggal menyetugul, selanjutnya bank menga-
halisa permohonan yang diajukan, bila menurut team ana -
lis permohonan dapat diterima maka selanjutnya diajukan
- kepada direksi, Bila direksi menyetujui maka blanko per
janjian 'ditanda tangani, pemohon diberi specemen (tempat
membubukkan kanda tangan). ‘
Hanya tanda tangan di atas specemenlah yang dapat mena
‘rik kredit,

34Departemen Agama RI, Op-cit, hal., 122
351b1d, hal., 115
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o Praktek dlatas dapat diakui telah terjadl kata sepa B
kat, karena telah terJadl persesuaian kehendak antara bank /
dan fihak memohon kredit, bank memberikan syarat -syarat
i dalam blanko kredit, setelah dibaca dan dipertimbangkan
. -oleh pemohoh maka pemohon menyetujuinya, yang dibuktikan -
 pada tanda tangan specemen dan fihak bank telah ditandata-
ngani oleh direksi di dalam blanko kredilt, Hal ini menun -
Jukkan bahwa masing-masing fihak telah mengadakan kata se—
pakat. , . : o

Syaritat Islam tidak menéﬁtukan formalitaé tertentu
bentuk suatu akad, baik lisan, tulisan ataupun model per -
Janjian tertentu, hanya syari'at menetap kan bentuk—bentuk
“akad yang telah terkenal saja . Setiap orang dapat, menentu
kan bentuk tertentu asal’ dapat dlmengerti oleh mas ing-ma-
sing fihak,

Konskwensi'logisnya, bentuk suatu akad sesual deng-
- an maksudnya harus diserahkan kepada sikon masyarakat, se-
sual dengan perkembangan dalam sistem mu'amalah,

Di dalam praktek BRI, bahwa perjanjian kredit bank-
menggunakan bentuk standart, dimana isi rerjanjian telah -
ditentukan lebih dahulu oleh bank, pemohon tinggal mempela’
Jari dan mempertimbangkan syarat-syarat pada isi perjanji-
an, bentuk perjanjian ini diakui sebagai bentuk perjanjian
yang sah. dan mengikat bagi fihak-fihak yang berakad

Di dalam Al-qur'an surat Al-maldah ayat 1, mengajar
kan sebagal berikut : -

(v sl ) v o sl 1,1 1,;‘,_,.i¢,3u1 el
Artinya °- |

t"Haésorang-orang yang berlman, penuhilah akad-akad-
itu,

361pid, hal. 156
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Y.

Nash ini memberi penertian, ‘bahwa suatu perjanji-’

an atau akad Yang dilakukan dengan kehendaknya,menghasil"’

_ kan suatu keperCayaan kepada fihak lainnya, ‘akad ini me-
ngikat kepada ma51ng-masing fihak untuk melaksanakan apa
o yang dimaksudkan. ', : »

Blla dilihat ‘bahwa - perjanjian kredit berbentuk -

'i.'standar dimana isl peejanjian telah ditentukan oleh bank

hal 1n i menunjukkan ‘bahwa perjanjlan kredlt adalah ber—
syarat, artinya terjadlnya peraanjian tergantung pada Ba
rat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. :

. n dalam Syar1 at Islam banyak nash-nash yang mem
berikan kebebasan bagi setlap orang untuk mnmbuat syarat . -
tertentu dalam suatu peraanalan. Syarat-syarat ini harus
ada pada saat perjanjlan berlangsung, dengan demikian -
para fihak dapata mempertimbangkan syarat-syarat yang -
diajukan masing-ma51ng fihak untuk menentukan kesepakat

~ tannya,

Dasar- yang dipakai sebagal tolok ukur, yakni per~
setuauan Nabi saw. tentang syarat yang diajukan oleh Ja-

Jablr menjual seekor unta kepada Rasulullah deng~ '
an sy;rat, ia boleh memakai unta itu sampai tiba d+ Madi
nah 3 : :

Nabi SAw. Pernah memlnjam baju besi dan alat sen-
jata dari Bofwan Bin Umaiyah untuk dlpergunakan oleh pa-
. ra muslim dalam yperang Hunain, dengan syarat, blla barang'
itu rusak, makaa beliau mengganti kerusakannya.

Beliau dalam menghadapi ariyah ini berkata :

37 Ibnu Rusyd, Op-cit, hals 132
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8 . (w.s__an ) 8ol Esyin. A_.»_,L-

ey Artinya : i
SR "Barang pingaman apabila rusak harus dlbayar ganti

kepada pemlllknya .

, Danl dalil inl dapat dipandang bahwa setiap para |
‘,5'ﬁi1hak yang berakad bebas menentukan syarat—syarat dalam :
(;bﬁpérjanalan.~ R : R

Di dalam perJanJian kredit, sebagaimana disebut di
: atas banik telah menentukan blanko pada tlap-tlap perse-;
" tujuan , disodorkan kepada pemohon » isinya berupa sya-
4;:rat—syarat tertentu.’ »

' Bila diperhatikan persyaratan yang ‘diajukat ‘kepa
da pemohon adalah dituangkan pada model-model tertentu-
 yang dapat dibenarkan menurut Syara' dan perjanjian ini
mengikat kepada fihak yang berakad, oleh karenanya per

syaratan baik model standaed ataupun dalam bentuk lain

_nya,'sebagaimanan praktek Nabi diatas dapat dibenarkan.

Darl uraian diatas dapat pula dlbedakan bahwa per

- syaratan dapat dibedakan menjadi dua macam ; yaltu per
-Byaratan yang bersifat relatif dan persyaratan yang ber-
sifat nutlak, : .- '

" Di maksud persyaratan relatlf adalah persyaratan
dimana fihak laln masih masih mempunyai kesempatan untuk
berbuat lain untuk mempertlmbangkan persyaratan, sebagal
mana praktek Nabi saw, tentang syarat yang ditetapkan -
Sofwan diatas, Sedang syarat bersifat mutlak, fihak la
in tidak dapat berbuat selaln menerlma persyaratan.

Blla dilihat di dalam praktek BRI, persyaratan -~ .

yang dlajukan kepada pemohon adalah bersifat mutlak,

6 38Ibnﬁ Qudamah, Mughni Muhtaj Juz II, Kairo, tt.hal.
263

pusv



89..

Para ahli hukum memandang bahwa perjanjian kredit
~ merupakan suatu "dwang contract"sebagaimana dikatakan S

’oleh pitlo, ddnikisn dilontarkan oleh Stein dan Enggends

S Mereka: memandang bahwa perjanjian kredit mengﬁj‘%}{;”'
dung kelemahan karena pemohon tidak dapat berbuat lain . -
,selain menyetujuinya, sedang bila ‘tidak menyetujul ,berbw o

arti ‘pemohon gagal, sedang ia sangat membutuhkan.’

- ,‘l Perjanjian standart tidak terkandung asas, konsen-
“-sual dalam arti luas dardi kedua belah fihak, melainkan -

hanya sefihak saja, yaitu bank, sedang pemohon kredit dg:f";ffzi

'lam memberikan persetujuan bersifat fiktif saja.- "}
Merujuk praktek Nabi ‘Baw, sebagaimana disebut di

atas, yakni dalam persetujuan dengan Jabir, maka dapatQ \
dlkatakan- syarat syarat yang mutlakpun dapat dibenarkan

oleh Rasullullah.

" Ulama'’ Hanabilah memandang bahwa hukum asal mem
buat syarat adalah mutlak, Hal ini dlungkapkan oleh Ibnu
Taimiyah, sebagai berikut :

"Aqad-aqad wajib dipenuhi sesual dengan akad, ada
lah karena syara' mengharuskan kita secara mutlak, -

terkecuali yang dikhususkan oleh dalil . Memanuhinya -

adalah suatu yang disepakati olebh segala agama - dan
segala orang yang berakal., Dan dimasukkan dalam hu
kum wajidb akal, oleh orang-orang yang menetapkannya
WaJib akal. 40 o

Ibnu Taimlyah berpegang pada kaidah Ushul :

41
Artinya
"Bahwa pada asalmya akad itu adalah boleh, jika -
- telah terjadi keridla‘'an kedua belah fihak, kecuali
iapabila telah dltetapkan oleh dalil yang mencegahnya

39rw. Mariam Darus Badrulzaman,SH., Op-cit,Hal. 33
“Orvnu qudamah, Op-cit, hal. 265

“lThnu Taimiyah, Ushulul Fiqhil Tslemi, Al-majli-
sul A'la Liriyad, Damsik, 1969, hal, 438

-/Ia_..c-la._.ll/a_..u_.. d..._Ja doLY\ -

[——

T A
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Ditinjau dari tujuannya perganjlan kredit dilatar

,7be1akangi oleh kemauan pemarintah agar merangsang ekano-%fii'
mi lemah, agar tumbuh dan berkembah lebih mandirl. Mangem

. bangkan ekonomi merupakan kewajiban bersama, supaya ma -
_ syarakat sfiabil. dalam kehidupan,*sehingga tercapailah ke
,Af,sejahteraan sosial. R

Dilihat tenggang waktu yang ﬁiberikan dalam perjan"

, Jian kredlt memberikan resiko yang besar bagi bank, maka

tanpa memberikan persyaratan yang ketat akan merugikan -

" usaha bank itu sendixa. : ;<g; >.~~--

Dari pertimbangan, stabilitas ekonomi, kemungkinan
re51ko bagl bank, dan pendapat Ulama® Hanabilah maka da -

'Apat dislmbulkan bahwa’ perjanjian kredit telah tercapai ka

ta sepakat.
Ad.b, Cakap membuet suatu perikatan

Di dalam ketentuan hukum Islam cakap membuat peri-

katan dikeénal dengan istilah ballgh, yaitu berakal dan -
mumayiz. ’

2.1, Aqil(berakal) merupakan syafat sahnya membuat perjan
' jian, karena sanggup melakukan transaksi dengan sem-
purna, anak kecll, orang gila,tldak dibenarkan mela
kukan perjanjian tanpa persetujuan walinya, karena -
meraka dianggap lemah dan tldak dapat dlpertanggung

- Jawabkan perbuagannya.

2.2, Mumayiz, artinya dapat membedakan antara jalan yang-
maslahah dan yang madlarat, sechingga tanpa kesadaran
Jiwa, Hal ini dapat kita terima, bila kita hubungkan
dengan kenyataan diatas, oleh karena itu mumayiz da-
rat menjadi ukuran cakap sehingga anak kesil mumayiz
sah melakukan transaksi.l_"2

“2pr. H. Hamzah Ya'cub, Op-cit, hal. 80
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Di dalam Al-qur'an surat An-nisa' telah memberikan
retunjuk tentang seseorang cakap melakukan perjanjian.

Qur'an Surat An-nisa' ayat 6 : ‘
(v st )e e e ﬁ__..Jl lha 5 0l3 LL_.:..J f:"“‘:" c,.,U

Arfinya :

"Kemldian menurut pendapatmu mereka telah cerdas.
(pandal) memelihara hartamu maka serahkanlah kep ada~
..mereka harta—hartanya. 43 .

Dari kata-kata ini telah jelas kata "rusydan" cu~

kup memberlkan pengertian bahwa orang yang dapat melakuk

“kan- perjanjlan adalah akil dan ballgh.

'Di dalan praktek BRI, bavi seorang yang ingin me-~
ngajukan permahonan kredlt dengan syarat i

ae Seérang pengusaha, yaitu seorang yang mempunyai usaha
dyata yang secara hukum telah mempunyai ijin perusaha
an dan perusahaannya dinilai mempunyai prospek yang -
~ dapat berkembang sehingga dapat menunjang pembangunan
‘Jadi bukan sebagai pemberl modal utanma, tetapl seba -
gai modal tambahan, .
b. Bagi konsumtlf, harus mempunyai penghasilan tetap, da-
lam hal ini dimaksudkan adalah pegawal negeri baik si
 pil maupun ABRI, dan para pensiun (dengan S.K.Pensiun)
c. Memiliki Jaminan yang cukup, berupa sertifikat tan ah
‘untuk jaminan hipotek/ crealtverband, dan jaminan ben
da bergerak untuk gadai/ fiducia ™

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa syarat-
Yang disebutkan dalam syari'at Islam adalah syarat waum
dalam perjanjian, bukan menyebutkan perjanjian secara ku
Sus. Ketentuan orang berakal dan mumayiz merupakan batas

“3Departemen Agama RI, Op-cit, hal. 115

44Wawancara Penulis dengan bapak Imam Hidayat, tgl-
30 Maret 1988
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minimem seseorang dapat melakukan perganjian. Adapun ke
tentuan yang dilakukan ai dalam perjanjian kredlt ada -
lah syarat khusus bagi pemohon kredit bank. N

Syarat-syarat yang ditentukan bank bagi pemohon
kredit adalah sah, karena syara' dapat membenarkan pada
setlap syarat yang telah dltentukan dalam perjanalan.

Bila diperhatlkan syarat-syarat tersebut dapat--
‘memudahkan bagi fihak-fihak yang berakad, Hal ini sesu-
ai dengan tuJuan pemberian kredit yaitu membantu ekono~
mi lemah agar menciptakan ekonomi yang stabil, Oleh ka-
rena itu tanpa disertai jiwa swasta yang energlk dan me
negemen yang baik maka pemberian kredit akan sia~ sia.
Jadi pemberian kredit ban k harus memperhatikan faktor-
faktor the five of "C" analis.

Ad, C. Suatu hal tertentu

— - Di dqlam peraanalan kredit, benda sebagal jamin
an telah jelas kepentuannya, yaitu bank memberikan se -
'Jumlah uang kepada pemohon dan bank menerima beberapa -
benda/ sertifikat sebagai Jaminan kredit.

Hal ini, sebaga_._mana yang diuraikan diatas banwa
sifat perjanjian kredit adalah konsensuil dan riil, se-
dang pemberian uang kredit bersifat obligatoir.

Ketentuan jumlah Jaminan khususnya fiducia telah
difulis di dalam blanko bank, ban k mengingatkan kepada
para memohon, agar jangan sembarangan menuliskan benda-
benda tertentu sebagai jaminan, karena benda tersebut -
telah dijadikan jaminan hutahg, sewaktu~-waktu benda ter
sebut dapat dikuasai oleh bank jika pemohon ingkar janji

Ad. d. Suatu sebab yang halal,
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Yang dimaksud dengan sebab yang halal yaitu "igi"
dari perjanjian itu sendiri’;*5 Dalam hal ini apakah suatu
perjanjian dibenarkan atau bertentangan menurut Undang -
‘undang, sedang undang-undang dalam pembahasan ini adalah |
ketentuan syara',

Banyak ayat-ayat Al-qur'an ataupun hadits memberi
peringatan kepada kaum muslimin berbuat baik,

Firman Allah dalam Surat Al-bagarah ayat 279;

Cvva i, ) e gpa by ¥y gya s Y
Arti P . ' ‘ ;
t lnya"Janganlah menganiaya dan janganlah dianiaya".hG-
Di dalam masalah jual-bali Rasulullah bersabda :

Artinya : ' - o -
"Apabila engkau jual-beli katakanlah tidak ada ti
pu daya'., Maka laki-laki itu menagtakannya', 48
Dari dalil tersebut dapat dipakai untuk menilai-
dan sekaligus sebagai tapal batas terhadap gerak langkah
mu'amalah baru.

Sebagaimana diuraiakan dimuka bahwa perjanjian -
kredit telah ditentukan isinya oleh bank; berupa syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon,

Adapun syarat-syarat tersebut antara lain berupa
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit, adalah

a. Kewajiban pemohon membayar hutang pokok

b. Membayaran biaya administrasi, berupa; biaya materai-
pProvisi, premi asuaransi barang jaminan, biaya notg
ris jika ada.

Cc. Kewajiban membayar bunga/ rente

42prof, Dr. Subekti,SH. Op-cit, hal. 19
46Departemen RI, Op-cit, hal. 70

47Mustafa Muhamad Umrah, Jawahirul Bukhari, terje
mah Drs Muhamad Tuhri, Raja Murah Semarang,1979,hal. 385
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Syari'at Islam memberikan kebebasan bagl setiap =
 orang untuk membuat syarat-SJarat dalam peejanjian sela~
na tldak-bertentangaa syara', '

_ Sabda Rasulullah berbunyl s

qg.w_,‘.,_,,t u,,déu, mn_t,,,_.‘,u ,...J_...Jl

Artinya : - ( ks 5! a1,)
A"Setlap orang Islam berada diatas syarat—syarat
yang mereka perbuat kecuall syarat-syarat yang meng
halalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.~

Juga sabda Rasulullah yang senada =, N
— sl ol ly dbL; 5 ..Utul._susu._.gx,,___,ds
L9 .
Artinya : ( el ey, )

"Segala syarat yang tidak terdapat di dalam kitab
Allah maka syarat itu batal, walaupun seribu syaraty
Berdasar uralan di atas apakah syarat-syarat yang
ditetapkan dalam perganalan kredit dapat dibenarkan Sya-
ra ?, Untuk itu maka akan dibahas sebagai barikut,
1. Biaya administrasi

Dimaksudkan biaya administrasi; segala biaya ke

lengkapan permohonan kredit bank, terdiri : :

1. 1. Biaya materai, besarnya ditentukan oleh bank, sebe

sar B 1, 000;- _

1. 2, Provisi, biaya untuk pemeriksaan pendahuluan dalam

' penerimaam kredit, besarnya 1% dari plavond kredit

l. 3. Premi asuransi barang Jaminan, besarnya ditetapkan
‘ menurut kesepakatan pemohon dan fihak asuransi,
1. 4. Biaya percetakan perjanjian ditentukan oleh bank,

48Asy-syaukan1, Al-4 ami'us shohih, Darul Ihyail Ara
biyah, tt. hal. 327 -

!

+9Imam Baihaqi, Sunan Al—gubrg, Juz II, Darul Fik
ri, Bairut, hal. 243
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Blla kita perhatlkan bahwa blaya-blaya admlnistra o

si dibebankan oleh pemohon kredit guna biaya proses pene o
- rimaan d_alam pepjanjian kredit. Jadi blaya ini bukan ber
- Bifat dlalim, nomun diperlukan bagi pemohon untuk kepén-
_tlngannya sendiri oleh kareananya dapat dlbenarkan oleh )

””syara'

2. Kewagiban memb“yar bunga

, Iumaksudkan denvan bunga 61 dalam perjanaian kre-
dit, sebagaimana disebut pasal 1246 KUH.Perdata, berbunyi
sebagai berikut H o ' -

Bunga adalah"keuntungan yan# sedianya harus dinik
- matih, 7. : : _
N Rumusan di atas meniberikan pengertian.bahwa-bunga
adalah keuntungan yang diperoleh dari perusahaan bank ka
rena berjasa dalam peminjamaan uang. :

Difinisl yane haik, telzh dlrumuskan dalam Rabo -
bank, berbunyi sebagai berikut :

. Rente adalah kerugian yang dlabayar untuk-pemaka
dian uang", 2t

lelnlsi di atas memberi pengertian bahwa rente -
adalah nilai tambah yang diberikan dalam pemlnaaman uang
uang dalam suatu tempo ‘tertentu, Definisi inilah yang di_'
pakai bank dalam menentukan bunga.

Di dalam hukum Islam istilah rente tidak dldapati
hanya riba yang dibahas oleh ulama! dahulu.

Riba menurut- Syara' adalah tambahan yang diharam-
kan dalam urusan pinjam-méminjam", 22

5mPrpf¢R. Subekti,SH. yR. Tjitrosudibyo,QOp~cit,Hal, ?9‘
ElDr. Mariam Darus Badrulzzman,SH.Qp-cit ,hal, 79

2 Dr, Fuad Moch,Fachruddin, Riba dalam Bank,Kopera
si, Perserohan dan Asuran31,Al-ma arif Bandung,l985,hal 67
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Menurut Sayyid Sabiq bahwa riba‘adalah"pembayatan
atas pohok harta baik sedikit atau banyaK" 53 '

Bila diperhatikan pendirian Fuad Fachroddin, mem~ e

bagl riba menjadi dua macam, yaknl tambahan yang diharam
kan syara'! dan tambahan yang tidak diharamkan syara'eAda
pua riba yang jelas dilarang syara! tercantum dalam su -
rat Ali Imran ayat 130, Sedang Sayylid Sabiq, asal terda
pat tambahan pada pokok harta adalzh riba yarg haram, "

Dari dua peadlrian inl dapat dikompromaezkan bahwa

'_Lsegala macam pemambaban pada pinjsm meminjam dari harta-

' pokok adalah ritba dan jenis riba ada yang dllarang oleh- -
syara' dan ada riba (tambahan) yang tidak dllarang.

Nash Al-qur'an Sebagai dasar riba, tercantum dalam

- syrat Ali Imrun ayat 130

Amm:: (e 3 gl d!) ._,,:..L__.s.. rSJ_..J

~"Hai crang-orang yang ber:man, Janganlah kamu me
makan rlba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah ke
pada Allah supaya kamu mendapdt keberuntungan. 54
Menurut Al-faraby, ayat ini turun pada zaman Jahi
liyah, dmana Tsaqlf berhutang kepada bani Nadhir.Ketika
telah tiba waktu pembayaran, Tsagif berkata; "kami payars
bunganya dan undurkan wakftu pembayarannya" Maka turun -
lah ayat 130 ini2
Asy~syaukani. dalam Fathul de;r berkata° "Kebiasa
an yang dilakukan orang Jahiliyzh, bila telah tiba saat
nya untuk membayar hutang, berkatalah berpiutang kepada-
yang berhutang; "Apakah kau bayar hutangmu atau ditang -
guhkggnya" naka bila tidsk dilubasi bertambahlah hutang
nya.

555ayy1d Sablq, Op-cit, hal. 176
D*Ibpurteman Agama RI, Op~cit,hal, 97

55}( HeQ. Shaleh,ed., Asbabun-nuzul, Diponegoro,Bandung
tt' hal. 10/
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Rasyid Ridlo menyetlr pendapat Ibnu pryim Al -Jjau
ziri mengatakan: "Cara orang jahiliyah memakan rlba,alka

“. .- geseorang diantara mereka mempunyai hutang kepada - yang

laln kemudian sampai Waktunya membayar, berkatalah orang
yYang berhutang kepada berplutang. "PerpanJanglah tempo -
kepadaku untuk membayar hutangmu dan aku tambah hartamu"57
, Yang dikehendaki riba di masa Jahlliyah, berupa -
’ riba nasi'ah, yaltu apa-apa yang diambil dari harta kare
na adanya tempo penundaan dalam pelunasan hutang. Jika -
waktu pelunasan telah tiba dan hutang tidak dilunasi ma
‘ ka bertambahlah besarnya hutang itu. Sekian kali ditunda -
sekian kali piutang naik, sehingga yang seratus menjadi-
seribu, Menurut keblasaan orang yang mau hutang, hahya -
lah orang—orang yang sangat mendesak,

Dari ungkapan di atas dapat dikatakan bahwa riba-
Jahiliyah adalah riba yang bertempo waktunya, bila tiba
saatnya membayar, tldak melunasiiya maka akan berlipat -
gandao :

A, lassan mengutarakan tentang riba’ sebagai beri

- kut: "Ayat-ayat Yang mengharamkan riba terdapat dalam Al
Qur'an surat Ali Imran 130,yakn1 tambahan yang berlipat
ganda', Ayat ini muqayyad sedang ayat lalnnya mutlalk, - '
‘Menurut kaidah Ushul Fiqhih, Jika ada dua keteranganyang
satu mutlak dan lainnya muqayyad maka yang dipakail buat
ketetapan Yang mugayyad, Sehingga dapat dikatakan bahwa
riba yang diharamkan Allah adalah riba yang b berlipaa

2 7Asy-syaukani Fathul Qodir, Juz ITI, Darul Qolam
Belrut, tt. hal, 294 o

58Rasy1d Ridla, Tafsir Al-manar Juz IV, Al-makta -
bah Al-qohirah, 1960, hal. 94 !
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ganda, sedang riba yang sedikit yang tidak sampal berli-
prat ganda maka diperbolehkan.s9

Dengan demlklan, beliau tidak mengharamkan memu—g'“

ngut rente pada nasabah dalam perjanjlan kredit sebab ti
- dak sampai berlipat ganda.

. Pendapat diatas bertentangan dengan Abu Zahra' -
yang tidak membolehkan terhadap slstem perekonomlan Yahu
‘ dl yang dilskukan oleh bank-bank. Beliau mengatakan ‘bah
“ wa riba sebagaimana dilakukan oleh bank sekarang in:..Dan
hal ini jekas keharamannya.o, o B - ‘

Dr, Ahmad Zarqo' sependapat dengan Abu Zahra' bah
wa rente bank suatu yang diharamkan, namun kehadirannya—j
di dalam 51stem Perekonomian dewasa ini sanagat -dibutuh~
kan maka belisu membolehkan rente bank dengan alasan dha
rurat., Dan beliau berkata : o '

l, Sistem peebankan yang berlaku sampal sekarang ini ko
: ta terima sebagal penyimpangan yang bersifat sementa
ra, umat Islam boleh bermu'amalah dengan rente bank
atas pertimbangan keadaan dharurat, namun kita berusg

ha mencari sistem baru dalam perekonomian yang tidak
memungut rente, :

2. Kita batasi pengertian riba hanya praktek zaman jahi-
liyah yang benar-banar mencekik fihak Yang lemah bu-
kan bersifat produktif, 61

'~ Langkah yang ditempuk oleh Ahmad Zarqo' ini sesu-
ai dengan realita soasiil, dimana perkembangan "ekonomi.

dewasa ini selalu berkaitan dengan kredlt bank,

Ibri uraian diatas, maka yang menjadi pembahasan—
disini, apakah rente dalam perjanjian kredit bank dapat

29Dr. H. Hamzah Ya'cub, Op-cit, hal. 199
®01bid, hal. 194

61 \hmad Azhar Basyir, MA. Qp-cit, hal, 29-30
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" disamakan dengan riba jahiliyah sehingga Jelas keharaman
S nya, untuk itu akan diuraikan ketentuan pada rente bank.

Di dalam praktek BRI, pembayaram rente dimulal se
Jak kredit diterima oleh nasabah, besarnya rente 1% dari
plavond(jumlah kredit keseluruan). Selanjutnya rente dai -
“bayar bersamaan pada waktu pembayaran angsuran, sesual -
“dengan bentuk kredit masing-masing, - ’

Besarnya rente yang harus dibayar sebagalmana di
sebutkan diatas sesual dengan kebiaaksanaan pemerintah,

-~ Bunga harus flex1bel, artlnya, artinya harus dlsesual-
kan pada setiap kali perubahan harga., = L

- Harus mencerminkan langkanya modal yang tersedla dalam

' perekonomian dan keseluruhan biaya penyaluran darl mo

- dal penabung kepada pemlnjam.

- Kebijaksanaan suku bunga harus selektif yang didasar -

kan pada urutan priorltas dan jangka waktu kredit.

Dari uraian d&i atas dapatlah ditegaskan bahwa be=<
- Barnya bunga ditetapkan oleh kebi jaksanaan pemerlntah -
hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesewenangan bank
dalam menentukan bes«rnya suku bunga, . '

Model 104, syarat—syarat sebagaimana Algemene mem
berikan pinjaman (uang muka) dan kredit, pasal- 5 (1), me
nyatakan bahwa rente tidak boleh dihitung menimbulkan -
rente pula ? Dari ketentuan ini bank tidak dlperkenankan
memungut rente berlipat- ganda,

Di sebutkan pula, jika rente tidak dlbayar pada masa
nya (tunggakan) maka dikenakan extra rente yang harus di
bayar oleh nasabah. ‘

6‘EBRI model 104, tentang syarat~syarat sebagaima~
na Algemene memberikan plnjaman (uang muka) dan kredit.



) , Extra rente adalah ronte yang tidak dlselesaikanb SN

-pada waktunya, setelah berakhirnya waktu pembayaran ren;zgqfﬁﬁﬁg
te.. Besarnya extra rente ditetapkan oleh pemerintah se
besar 50% darl suxu bunva yang berla&u. ‘Hal 1n1 menunjuk
*ykan bahwa rent° pada bank tldax berlipat ganda.

Blla dlbandlngkan riba masa Jahlllyah dan rente -
- pada kredlt bank ada persamaannya yaknl pembayaran yangj‘
:*5bertambah karena waktu yang bertempo, namun ada bebera-
;;pa perbedaan yang' prin51p. ' '

a.-Rente ditetapkan sesual dengan keblaaksanaan pemerln
o :tah ‘karena pertimbangan kondlSl moneter I
: bquemungutan rente sesual dengan nilai mata uang yang'~
* berlaku, berbeda dengan mata usng zZaman jahiliyah,ni
lalnya terletak pada mata uang itu sendiri, ’
C. Rente bank tidak berlipat ganda, diberikan- kepada pe
minjam yang bersifat produktlf, sedang riba jahlli -
yah berllpat gamda, diberikan pada peminjam yang sa-
ngat mendesak yang bers1fat konsumtlf. o ' ~-

“Uraian d1 ‘ataa dapat dﬁjelaskan bahwa rente bank
r”suatu tambahan pokok harta, yang: tidak sampai berllpat~
’1ganda, bersifat produktif dan besarnya rente sesual de
ngan perkembangan moneter.

y Pembayaran tambahan darl pokok hutang tldak dibe
-narkan oleh hukunm: syara', namun tambahan pembayaran ti
dak sampai berlipat ganda dan sesual dengan perkembangan
- nilai mata uang maka rente bank dapat dibenarkan, '

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fithh

63 . . | .

Bl Zggbr. Abdul Wahab Khallaf, Ushul Figh, Quwait,1977
als i “
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. Artinya ' |
' "Yang 1eb1h rnngan dari dua bahaya bisa dlhllang-,'
kan dengan menjaga bahaya yang lebih berat. ,

Juga di dalam kaidah laln dlsebutkan :

6 el st il ;,u“,_an i Jpis okl

Artlnya :
"Kepentlngan 1tu bisa menduduk1 tingkat keterpak*
Baan dalam kebolehan memperoleh suatu yang haram..

B, 2. Anallsa Obyek Fiducia dan Cara Penglkatannya.
2 l. Anallsa obyek fiducia -

'

" Dalam Figih Islanm, jaminan flducia belum dibahas

. secara khusus, hanya jaminan rahn yang dibahas secara ter
perinci, olek karena itu dalam menganalisa obyek fiducia
yang dipakai stahdart adalah jaminan rahn,

Di dalam nash Al-qur'an dan As-sunnah .tidak menye-
-butkan secara khusus tentang benda yang dapat dijadikan -
jaminan rahn, hanya menyebutkan benda sebagal tanggungan

- .Yyang dapat dlpegang, misal, blnatdng ternak, baJu basi,

Ketentuan lebih lanjut diserahkan para ulama'

Imama = Syafi'i menyebutkan; syarat benda yang ~da~ |
~ _pat dijadikan sebagai jaminan adalah: . -

a. Obyek Jamlnan harus berupa benda
" b. Pembuktian hak milik atas benda Jamlnan tldak terha =
. lang.
Ceo Benda sebagal Jaminan dapat d13ual-bel:n.kan65
Adapun Imam Malik berpendapat benda yang dapat di-

Jadikan jaminanrahn dapat berupa _benda nyata maupun ben
da yang tidak nyata sewaktu terjadinya akad ' -

64ibi d, hal., 210

: Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, Singapo-
re- Jeddah, tt. hal, 272



| utang plutang, sewa manyewa, harga konsumsi barang,pln—
jaman yang dspat ditanggung ataupun prest331 kerJa 66

Di dalam praktek BRI benda yang dapat diJadikan ‘
_jaminan dapat berupa benda tetap dan benda bergerak Ben
. @a tetap sebagai Jaminan dapat berupa bangunan - atas
-bank dan ‘hak sewa beserta. tanahnya,. karena hak tersebut )
tidak dapat dl jadlkan Jaminan hipotek. Benda bergerak
yang dapat di;adikan sebagal jaminan berupa benda - ine
fentaris dan bends perdagangan dan benda bergerak. yang
tidak berwujud, berups’ Autang piutang prestasi ‘kerja
dan lain-lainnya. - | . § : -

Adapun syarat benda yang dapat dijadikan sebagai
jaminan adalah pembuktian pemilikan, mivalnyo kendaraan
. bermotor dengan buktl BPKB, barang dagangan dapat di
buktikan dengan kwltansi pemilikan atsu buku administra-
g8l perdsgangan dan prestasi kerja (pegawai negeri), da-
_pat dibuktikan dari instansi tempét mereka dinas. Tanpa
-ada bukti-~-bukti tersebut, maka bank tldak mau memberi -
kan pinjaman kredit, hal ini dimsksudkan untuk menghin-
darkan dari pemiliken palsu. h i

Dari uraian di atas, Imam Syafii tidak sependa-
pat bahwa benda tak berwujud dijadikan sebagai jaminan,
karena meﬂgandang vnsur gharar, sebab bends itu  tidsk -
dapat diserahkan secara nyata psda waktu aka berlang -
sung. Adapun I&am Malik berpendapat lain bahwa prestash

fkhbdul Rahman”AI-juzairi, Kltab Piqlp.Ala Madza
hibil Arbatsh juz 11, Darul Flkry, Beirut, hal, 322=-323
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kerja, hutang piutang dapat dijadikan sebagei jaminén
karena benda tersebut dapat diserahkan atau dapat di
pindah tangankan dan lagi pula kreditur dapat mengadq
kan tagihan-tagihan terhadap benda abstrak 1tu, oleh
karena 1tu ada maslahahnya. '

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan,
bahwa benda tidak nyata dapat dijadikan sebagal jami-
nan, asal dapat dibuktikan sebagal pemilikan, dan pa-
da benda tersebut dapat diambil manfaatnya.

.4>B 2, 2 Penoikatan Jaminan.

nkad rahn adalah suatu akad yang obyeknya me-
nahan benda sebagai jaminan, sebagalkkeperoayaan hu-
tang piutang dari debitur kepada kreditur. Kepercaya-
an ini timbul dengan diserahkanhya suatu benda,

Benda jaminen menjadi petunjuk tentang penga-
kusn hutang, maka pernyerahannya tidak dapat diberikan
hanya dalam hubungan sekedar'pemberian amanat saja,
"tetapl disertai dengsn penyershan benda jaminan seca=-
ra nyata sebagai pengamen hutang, hutang tetap ada
sejak belum dilunssi,

Penerima jaminan mempungyai hak mendahului da-
lam menyelesaikan hutang dibsndingkan dengan kreditur
kreditur lainnya.

Penyerahan benda jaminan dalam kekussaan pene-
rima jaminan menjadi syarat bagi timbulnya sakad inl
maka benda harus dilepaskan dari kekuasaan debitur ,
dengan penyerahannyata tidak boleh hanya pernyatasn
dari debitur saja, sedang btenda masih dalam kekuasaan
deblitur, Selama benda dipegang oleh kreditur pemilik
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o s _
jaminan tidak berhak menuntut penyerahan benda jami=

nan (kreditur), Ketentuan ini menimbulkan wewenang
pemegang jaminan (kreditur) menshan bends Jaminan da~
ri hutang.

‘Dari uraian di atas yang menjadi illat hukum
jaminan rahn ialah agar penerima ‘jaminan aman dalam
pemberidn hutang. Konsep hukum di atas menimbulkan -
kesulitan dalam praktek dikala, setelah perang dunia
pertama, dimana pada ssst itu keadaan ekonomi kacasu -
balau, jlka ketentuan jeminen rann dlterapkan, ten-
tang syarat bsrang jamindn dipegang oleh oleh peneri-

ma Jaminan, meks pars pedagsng kecil dan pédagang grd
sir skan kesulitan usahanya, karens bends sebagai ja-

. minen nasih dipergunskan untuk beruszha, disamping =
i1tu menggunakan jaminah atss tanah merasa-kesulitan ,
gebab jemirsn tasneh caera penyerahannys harus éibuat -
akte register secara umun,

—0 Dengan melihat kesuliten-kesulitan yang diha-
dapl mska btagl pedagang ekonomi lemah menggunakan ja-
minan lein, yaitu fiducia.

Fidueia merupakan bentuk akad bsru, di mana
bends setagal jeminan tetap bersds pads pemberi jani-
nan, dengan maksud sebagal penitipan atau pemihjaman.
Diserahkan kembali keprada pemberi jeminan agar supaya
bendn sebagail jeminan dipergunekan untuk melakukan -
usahanya dengan demikian benda jaminan bermenfaat ba-
gl pemberi jsminan untuk melangsungkan usahanjya de-
ngan jaminan itu,

Bagi penerima jaminan (kreditur), tetap mempu-
nyal hak atas benda janinan di duzlzm pemenuhan hutang
karena kedudakan pemilik benda sebagai amanat dari
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penerima jaminan, walaupun dis mempunyai hak muthlak -
atas benda tersebut, namun status bende sebagsi jami-
nan, maks hak penshanan menjadi milik penerima jaminan,
Pemilik penuh wa jib bertanggung jawab atas benda jami-
nan sebagal amanat. Ia tidakAdapat mengalihkan haknya
kepsda fihak lain kecuali seljin penerima jaminan,

‘Dari uraian di atas maks pengikatan jaminan fi-
ducia dapat dibenarkan menurut sysri'at Islam .'berda-
sarkan istihsan, yaltu mengecunliken dalil yang unum,
lantaran,Qe}ém kéadaan darurat dan untuk menghilangkan
keplecikzn.” Dan disamping i1tu ada kemsslshatan yang
diperoleh dari jaminan ini, sekalipun tidak dapat meng
hindari kemedlarstannya. Nsmun bils dikanding sntersa
manfaat dan madlaratnys banyak maslahzhnya.

Adapun dslil yang dijsdikan ketentuan umum ada-
lah jamirar rahn, dengan penshanan berda jaminan, sya-
rat tersebut meress kesulitan diteropkan pada saat se-
telah perang dunie pertams, sehinggs melakukan' pene~-
rcbosan hukum rahn, kesulitsn inilah yang dipakai se-
bagal pengecualien dsri kaidah umwn, sedang kegunaanya
membuat kemaslahatan kehidupan para pedagang kecil mng
memberikan jeminan, karena benda sebagal jaminan masih
dapat dipakai setagal uszha.

3+ Analisa tentang wensprestasi dan cara melakukan eks-
kusi. ' '

Hak penerima gacdal terhédap benda gedsian ialsh
menshan varang gedal, sehingga orang yang menggsdaikan

6 ' =
7?rcf. Dr. TM, :iz2sbi As-shiddiqy, Falssfah Hu-

xum Islas, Bulan Bintang, Jakarta, cet.l, 1975, hal
312
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memenuhi kewajibannya‘pada waktu yang telah ditentukan,
 Jikalau ia tidsk melaksanakan kewajibannya, maks pene-
rima gadal berhak menuntut kepada penguasa agar menye-
lesaiksn hutang-hutang orang yang menggadaikan.

Namun penerima gedai dapat melakukan vpeﬁjualaﬁ
sendiri atas barang yang dijaminkan, apabila dalam su-
atu peraangian telah ditetepkan suatu syarst, kreditur
dapat.melakukan penualan jika sampai batas waktu yang
ditetapkan, debltur tidak melaksenakan kewajibgnhya. |

Hasbi As-shiddiqy mengatakan bshwe tidak  boleh
bagli berpiutang menjual barang gadaian yang‘diterimahyé
- dengan syarat boleh menjuel setelsh dstang masanya dan
tak senggup ditebus oleh pemiliknye tetapi herus dijual
kan clen yang menjualken stau wzkll yang disetujul mur-
tanin. %% - ' | .

¥erurut Ibnu Kusyd dalam bidayah mengatakan,apa-
- bila orang yang me nggadaikan mewakllkan ( memberi kua-
se) kepada penerims gadal untuk menJual barang gadaian
pada waktu tiba mssanya msaks boleh. 70 -

Di dslam przktek, bagi nasabah yang tidak meme-
nuhl -kewa jitannya selama tiga Eulan berturut-turut maka
nasatah dizadakan tegarad-ueburan agar secepatnys meme -
nuni hutangnya dan dalam mutasi tiga bulan lapgi, maka
nasaban harus melaksapakan kewa jibannyz dengan cara

®:ayyia Sabiq, Op.cit, hal. 145

®3prof. Dr, TM. Hasbi As-shiddiqy, Op.cit, hal .
42, ===
70._.
Ibnu Rusyd, Op.cit, hal. 215
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mengedakan persetujuan jual bell di bawah tangan yaitu
bank mencarikan pemvell atas barang yang dijadikan ja-‘
ninan, Persetujuan akad jual belil dilakukan oleh rasa-
bah (penjual) den pembelinya fihak ketiga, Bila% ter-
Jadi penjualan barang gadalan maka pembayaran diberi -
kan kepada bank untuk mengambil harga hutang nasabah,
8isanya diberilan kepada nasebah,

Bank dapat melaksanakan pepjualan sen&iri ‘atés
barang gadal asal telah diwakilkan oleh nasabah,

Billa disimpulkan bahwa penerapan penjuslan yang
dllakukan oleh BRI dapat dibenarkan menurut konsep
hukum Islawm,

Apdblla persetujuan sntara bank dan naosoah ti-
dak nendapathkan hacil, maka bank manggd&zan penuntutan
atas nasabah kepada Badan Urussn Fiutang (BFUPN) dan
selanjutnys 30PN mengsdalsn tegihan~tegihan kepede na-
sabzah.

- Di dalem menyelesaikan huteng BUPN, mengadskan-
persetujusn kepada nszsatah yakni berunding mengenai -
jumlah hutang yeng wajib dibaysr melzlui BUPN, jika
kota sepakat ini terjsdi, maka dicdakan pernyataan ber
sama oleh kedua beleh fihalk 8an pernyztaan bersama
ini mewpunyei kekuatan pelsksana seperti svatu  kepu-~
tusan hakim dalam perkars yang memnpunyal kekus tan pas-
ti, 41 mana pernyataan itu berkepals "tss nama  Kea=-
cdilan" Pernyatasn berssma ini mempunyai arti pengakuan
hutang, Jika pernyestasan bersams tidsk dilaksenakan o-
leh yang herviutang atau tidak terjadl suatu pernyata
an bersawma, maka BUPH menrelu rkan surat paksa dan me-
lakukan lelang.
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Menurut Jumhur Ulama apabila debitur ticdak me-

menuhi kews jibannya maka kreditur berhask menuntut de-

bitur kepesda penguasz atau hakim, ia berwenang memper

timbangkan dan memutuskan seorang debitur telah dinya

takan pailit, dan menshan harta yang masih ada .untuk

kepentingan pemberesén hutang., Ates kuasa hakimlah

benda dapat dijual di muka umuﬁ, kemudian hasil pen-

juelannya diberikan kepada orang yang berpiutang Be-
‘besar herga vang pinjaman, '

Memperhatikan praktek yang dila%kuken oleh BRI
ada persameannya dengan pendspast Jumhur ulama, bahwa
apabila debitur tidak dspat melsksanakan kewajibannyg
maka debltur mengadakan tuntutan kepada penguasa,bank
tidalk gegabah berani menyelesaikan sendiri terhadap
huteng debitur, hanya saja ia dapatﬂmenyelesaikan'ke-
w2 jibannya dengan baik, apabila persetujuan  bersama
tidsk tercapai, maka banx dapat melimpahkan wewenang-
nys kepada BUPN, dalam hal 1hi sebagal wakll darl pe-
nguasa, Namun bagi(jumhur, penguasa yang dimaksudkan,
sdalah hakim karens hakimlah yang dapat menyslesaikan
perkara~perkarz perdata, adaspun pehyeiésaiénw melalul
BUPN dapet diterima asal telah diputuskan oleh hakim,.

Merurut Abu Hanlfah dan golongan Irak menya -~
takan bahwa hakim tidak berwenang menahan harta debi-
tur, dan memeksa harta debitur dljual dengan paksa,te
tapl hakim hanga mempunyai wewenang menahan sampal -
orang itu membayar dengan jalan apafsajaﬁ‘t A

Dari pendapat tersebut dapatlah dijelaskan bah-
wa apékah kewa jiban memenuhi hutang tu merupakan sul-

Ve

71Praf. Mahmud Salthout, Dr. Ali Asy—syayls, Al-
Mugaratul Madzahiibil Figh:L, Al-azhar,Mes:.r, 156
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thon saksiyah ataukah merupzkan 'alaqoh madiyah ?

Jika pemenuhan hutang dibitur merupakan sulthan -
syaksiyah maka kreditur tidak dapat menuntut atas de-
bitur kepada hakim, dan hakim tidak dapat melaksanakan
penjualan barang-berang debitur, namun hakim dapat me-
‘nehan/memanjarakan barang-barang debitur sampa i ia me-
laksanakan kewa jibannys dengan cara apa ‘8aja, misalnya
memberikan wakil kepada kreditur, kriditur dapat ‘me-
laksanakan sesual syarat-syarat dalam perjanjian,

Jlka pemenuhan hutang merupskan 'alaqsh madiyah
maka debitur tidsk dapat dlpekse untuk memenuhi hutang
nya, namun kreditur berhak me nga jukan tuntutan kepada
hakim untuk melaksanakan penjualan dimuka umun, Kare-
-na pemenuhan itu merqpakan hubungan kebendaan.,

Bila dlperhatikan pelaksanaan eksekusi bagi BﬁI
adalah merupakan 'alagzh madiyah.

Bank dalam menyelesaikan kredit yang macet, ada
beberapa tahap, pertama bahwa apabila selama tiga bu-
lan berturut-turut nasabah tidak dapat memenuhi kewa-
Jibennya meka diklasifikasikan kredit yang tidak 1lan-
cer, Dalam hal ini bank mengadalan pengecekan tentang
‘perusahasn dan diadskan teguren-teguran. Jika gselama
mutasi tiga bulsn maka bank mengsdakan peaglhan kepada
nasabah, dan jiké tidak memenuhi kewa jitannya, maka
debitur mengadakan persetujuan bersama antara nasabah
untuk memenuhi kewa jibannya.

Dari sini nampaklah bshws pelaksanaan penaglhan
dalam BRI, adalah bersifat 'alagah madiyah, karena da-
lam perjanjian fiducia merupakan perjanjian kebendaan
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dan orang yang tidak melaksanakan kewa jibannya tidék
ditahan sampal ia melaksanakan hutang-hutangnya, teta-
pi dituntut melaksanakan kewajibannya, jike tidak me~
1aksanakan bendanya dapat dilakukan pensualan. ‘

Di dalam menyelesaikan hutang, kreditur - dapat
menuntut atas debitur kepada penguass atau hakim, Tim-
- bul pertanyaan apakah BUPN ini yang dimaksud ‘penguasa
atau hakim, BUPN adalah sustu badan yang mengurusi -
plutang negars, adapun maksud plutang negara adalah se
jumlah hutang yang harus dibayar kepada negara, di da-
..Jam hal ini yang dimaksud kewa jiban penduduk terhadap
negara yaitu pajak.

Pemberian sifat hutang negara dengan perjanjian
kredit tidak tepat, karena perjanjian kredit adalsh -
persesuaian. kehendék antara bank dan nasabah, sedang
pa jak adalah ketentuan darl pemerintah. Bank mempunyai
kedudukan yang sama dengan nasabah dalam hubungan per-
data, sedang pajak merupakan luran wajib bagi negara
dan sifafnya dapat dipaksa. Hubungan wajib pajék de-
ngaﬁ negafa adalsh hubunvah hukum publik, karena nega=-
ra sebagel penguasa, pemberian sifat penguasa dalam
sengketa kredit tidek sistematis, karena keﬁudakan -
bank dan nasabah tidak diletakkan seja jar, tetapl da-
lam kekuasaan. Séngketa-sengketa kredit macet hendak -
nya diajukan ke Pengadilan lebih dshulu.

Pelimpahan piutang negsra kepada BUPN, berkedu-
dukan sebsgai wakil, yang bertindak atas nama bank ,
dengan demikian bank identik dengan BUPN, karena pihak
yang dlirvgikan dalem menyelesaikan hutang, BUPN bertin
dak sebagal penguasa yang mem?unyai wewenang'dalam hu-
kum publik, dengan demikisn pernystaan bersama tidak



‘terjadi secara sempurna.

Bila ditinjau dari hukum Islam, bahwa perjan-
jian kredit merupakan ‘aiaqah madiyah, maka penyelesa .
iannya dilimpahkan kepada hakim sebagai hubungan- hu-
bungan hukum perdata, Rasulullah adalah sebagai kepa- -
la negara dan juga sebagai hakim, di dalam menyele-
- saikan perkara hukum Rasul bertindak sebagai hakim
atas nama negara, Pada BUPN sebagai badan negara ‘ber-
tugas mengurusi piutang negara, terlepas dari putu-
san pengadllan, oleh karena itu ai dalam menyelesal -
kan kasus perjanjian kredit yang leblh berhak adalah
pengadilan, Hal itu dapat dibuktikan jika ada  fihak
ketiga yang menggugat terhadap keputusan BUPN, maka
‘langkah selanjutnys dis jukan penuntutan ke Pengadilan
Olen karena itu untuk tidak menjadikan pengurusan
yang kembar maka hendaknya BUPN bekerja sama dengan
Pengadilan. '



